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PENDAHULUAN 

Penganggaran adalah proses pengalokasian dari sumber daya yang terbatas untuk memenuhi 

kebutuhan pengeluaran yang tidak terbatas. Dalam organisasi sektor publik seperti instansi 

pemerintahan pada umumnya penganggaran merupakan proses yang dipengaruhi proses politik. Dalam 

kerangka bernegara, anggaran merupakan alat yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan 

alokasi sumber daya secara tepat, distribusi pendapatan yang lebih adil dan menjaga stabilitas 

perekonomian negara.  

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan atas pelayanan publik yang semakin baik dengan 

mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan negara, 

pemerintah melakukan reformasi keuangan negara dengan mengeluarkan paket Undang-Undang di 

bidang keuangan negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kuangan 

Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Disamping itu, dalam rangka memperkuat sistem perencanaan yang tidak terpisahkan dengan paket 

Undang-Undang tersebut, diterbitkan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara jelas mengamanatkan Reformasi Sistem Perencanaan 

dan Penganggaran di Indonesia. 

A R T I C L E  I N F O  

 

A B S T R A C T   

  Performance-Based Budgeting is an approach that connects budget 

allocation with output and outcome. It is expected that Performance-Based 

Budgeting can help improve the quality of budget preparation by identifying 

outputs and outcomes, followed by identifying the necessary inputs to 

produce those outputs and outcomes. The Central Office of the Directorate 

General of Treasury has a complex organizational and budgetary structure 

and is the largest Work Unit within the Directorate General of Treasury. It 

has implemented the Performance-Based Budgeting policy in its annual 

budget preparation. This research aims to analyze and evaluate the 

Performance-Based Budgeting policy at the Central Office of the 

Directorate General of Treasury, analyze the factors hindering the policy, 

and provide recommendations on measures that can be taken to address the 

obstacles in the policy’s implementation. This research uses a qualitative 

method, collecting data through in-depth interviews with key stakeholders, 

field observations, and documentation studies. The evaluation is conducted 

using criteria developed by William N. Dunn (2021:610), covering 

effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and policy 

precision. The results of the research show that the performance-based 

budgeting policy has met the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, 

equity, and policy precision, but has not met the responsiveness criterion. In 

general, this policy has made a positive contribution to budget planning and 

preparation, but there are still obstacles that need to be addressed. The 

proposed recommendations include the establishment of a special team, the 

development of a resource forum, continuous training, and improved 

synchronization of planning and budgeting data. 
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Dengan berlakunya keempat Undang-Undang tersebut, pengelolaan Keuangan Negara telah 

memasuki fase baru dalam rangka reformasi manajemen keuangan negara. Salah satu bentuk reformasi 

manajemen tersebut adalah dengan penerapan tiga pilar penganggaran yaitu: (1) Unified Budgeting atau 

Penganggaran Terpadu, (2) Medium Term Budgeting Framework atau Kerangka Pembangunan Jangka 

Menengah (KPJM), dan (3) Performance Based Budgeting atau Penganggaran Berbasis Kinerja. 

Pendekatan Performance Based Budgeting atau Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu 

pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja 

yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Kinerja adalah 

prestasi kerja berupa keluaran (output) dan/atau hasil (outcome), dari kegiatan yang dilakukan 

Kementerian/Lembaga, Eselon I, Eselon II atau satker dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) merupakan salah satu Unit Eselon I di bawah 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti dalam aspek pengelolaan 

keuangan terdapat beberapa fenomena yang mengindikasikan permasalahan dalam penganggaran dan 

pelaksanaan anggaran pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, antara lain : 

1. Kurang kuatnya keterkaitan antara penganggaran dengan output yang hendak dicapai. 

2. Masih tingginya frekuensi revisi anggaran yang dilakukan Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

3. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan menyebabkan menumpuknya 

penyerapan belanja di akhir tahun. 

4. Belum maksimalnya nilai efisiensi yang diperoleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan berdasarkan evaluasi pada data SMART-DJA. 

5. Belum maksimalnya nilai konsistensi yang diperoleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan berdasarkan data SMART-DJA. 

6. Tingkat deviasi yang cukup tinggi antara rencana penarikan dana yang telah ditetapkan 

dibandingkan dengan realisasi anggaran setiap bulannya. 

7. Terdapat banyak perubahan antara perencanaan yang telah dilakukan tahun sebelumnya dengan 

pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. 

8. Strategi pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan belum tepat. 

9. Masih rendahnya tingkat pemahaman pegawai mengenai kebijakan penganggaran berbasis 

kinerja. 

10. Kebijakan pemotongan anggaran pada pertengahan tahun berjalan menghambat pencapaian 

output dan cenderung kontradiktif dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja.  

11. Proses penyusunan anggaran, revisi anggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan memerlukan banyak koordinasi antarunit kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja di Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

2. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat kebijakan Penganggaran 

Berbasis Kinerja di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

3. Memberikan masukan terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan 

kebijakan penganggaran berbasis kinerja di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 
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KAJIAN PUSTAKA 

1. Administrasi : William Leffingwell dan Edwin Robinson (2019:17): “Administrasi adalah cabang 

ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan, 

dan dimana pekerjaan tersebut harus dilakukan.” 

2. Administrasi Publik : Nicholas Henry (Mulyadi, 2016:34):  “Administrasi publik adalah suatu 

kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman 

terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga 

mendorongkan kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan.” 

3. Kebijakan Publik : Thomas R. Dye (Anggara, 2014:35): “Kebijakan publik merupakan bagian dari 

peran pemerintah, yang berarti setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah memiliki tujuan 

tertentu.” 

4. Evaluasi Kebijakan Publik : William N. Dunn (Hayat, 2018: 35) mengemukakan bahwa istilah 

“evaluasi mengacu pada penerapan berbagai ukuran nilai terhadap hasil kebijakan dan program. 

5. Anggaran : Menurut Noor Cholis Madjid (2013), anggaran adalah rencana keuangan yang dibuat 

secara rinci dan sistematis yang memuat rencana penerimaan dan rencana pengeluaran 

KERANGKA KONSEPTUAL  

Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan salah satu perubahan yang siginfikan 

dalam rangka mendukung penyusunan anggaran yang semakin efektif, efisien, akuntabel, akurat dan 

berkualitas. Perubahan pendekatan dari berbasis input base menjadi output base akibat dari penerapan 

penerapan penganggaran berbasis kinerja mengalami berbagai tantangan dalam perumusan output, 

memastikan kualitas output, dan menghubungkan output dengan outcome. Pengukuran dan penilaian 

atas kinerja penganggaran juga merupakan isu yang perlu menjadi perhatian. 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti akan menggunakan 6 (enam) kriteria berdasarkan teori 

evaluasi kebijakan dari William N. Dunn (Yati dkk, 2021) dalam melakukan evaluasi kebijakan 

Penganggaran Berbasis Kinerja pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Efektivitas (Effectiveness): Menilai apakah hasil yang diharapkan sudah tercapai. 

2. Efisiensi (Efficiency): Menilai berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. 

3. Kecukupan (Adequacy): Mengevaluasi seberapa baik hasil yang dicapai dalam menyelesaikan 

masalah yang ada. 

4. Perataan (Equity): Memeriksa apakah distribusi biaya dan manfaat dilakukan secara adil di antara 

berbagai kelompok. 

5. Responsivitas (Responsiveness): Mengukur seberapa baik hasil kebijakan memenuhi kebutuhan, 

preferensi, atau nilai dari kelompok tertentu. 

6. Ketepatan (Appropriateness): Menilai apakah hasil atau tujuan yang dicapai memiliki manfaat 

nyata atau bernilai. 

METODE PENELITIAN 

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam tanpa manipulasi 

terhadap objek penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, 
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kemudian dianalisis secara induktif untuk memahami makna yang terkandung dalam fenomena yang 

diteliti. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk 

menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini memfokuskan pada 

evaluasi kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

b. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada 

Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta faktor pendukung dan 

penghambat dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2013) terdiri 

dari 6 variabel yaitu sebagai berikut: 

1. Efektifitas (effectiveness), berkenaan dengan hasil yang diinginkan yaitu kebijakan Redesain 

Sistem Perencanaan dan Penganggaran dapat mendukung Penganggaran Berbasis Kinerja. 

2. Efisiensi (eficiency), berkenaaan dengan seberapa besar Penganggaran Berbasis Kinerja 

berdampak pada efisiensi sumber daya yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran dan 

pencapaian hasil. 

3. Kecukupan (adequacy), seberapa jauh hasil kebijakan dapat memecahkan masalah sehingga 

dapat dihasilkan penyusunan anggaran yang berkualitas. 

4. Perataan/Kesamaan (equity), artinya apakah kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada 

Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah dilaksanakan oleh seluruh 

unit kerja berdasarkan tugas dan fungsinya. 

5. Responsivitas (responsiveness), menunjukkan tingkat kepuasan dari seluruh pihak yang terkait 

atas kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. 

6. Ketepatan (appropriateness), artinya kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Satuan 

Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat membawa perbaikan dalam 

penyusunan anggaran secara akuntabel dan transparan. 

c. Penentuan Informan 

Pemilihan informan sebagai sampel, yang disebut sebagai "sampel bertujuan", dilakukan 

setelah penelitian selesai. Pemilihan ini tidak dapat ditentukan sebelumnya, dan dilakukan sesuai 

kebutuhan dan kepastian peneliti dalam mengumpulkan data. Proses pemilihan sampel 

menggunakan Purposive Sampling, di mana peneliti memilih informan berdasarkan kebutuhan 

penelitian. Setelah mencapai titik di mana tidak ada informasi baru yang ditemukan selama 

pengumpulan data (titik jenuh), penelitian dianggap selesai. Proses pengumpulan informasi dari 

informan yang dipilih sebagai sampel dianggap telah mencukupi.  

Adapun informan yang dijadikan sampling dalam penelitian ini adalah pegawai/pejabat yang 

terlibat dalam proses penyusunan anggaran pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan menggunakan teknik berikut: 

1. Wawancara, dengan melibatkan key-informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam 

penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

2. Observasi, dilakukan secara non-partisipatif dengan mengamati proses penganggaran yang 

menerapkan kebijakan anggaran berbasis kinerja pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. 

3. Dokumentasi, menganalisis dokumen resmi terkait regulasi dan laporan pengadaan. 



30                                                    Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 1, Oktober 2025, pp. 26-35  
E ISSN 2715-1212     
 

 

Akhlis Febriyanto, Muhammad As’Ad (Evaluasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Daftar Isian …) 

4. Triangulasi, metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai strategi pengumpulan 

data dengan menggunakan sumber data yang telah ada sebelumnya.. 

e. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode Miles dan Huberman, yang mencakup: 

1. Pengumpulan Data, bertujuan untuk melengkapi penelitian lapangan yang telah dilakukan. 

2. Reduksi Data, dengan penyederhanaan dan pemilihan data yang relevan. 

3. Penyajian Data, dengan mengorganisasikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil analisis berdasarkan pola dan 

hubungan antar data. 

f. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data diuji melalui beberapa kriteria berikut: 

1. Uji Credibility, berdasarkan standar derajat kepercayaan (kredibilitas), pengecekan keabsahan 

data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, member check, pengecekan sejawat, 

perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan analisis kasus negatif. 

2. Uji Transferability, mengacu pada sejauh mana temuan dapat digunakan atau dimanfaatkan 

dalam konteks yang berbeda. 

3. Uji Dependability, menggunakan data primer berupa transkrip wawancara yang diperoleh 

langsung dari para informan, melakukan studi, pengumpulan data, evaluasi data, dan 

menyimpulkan temuan dengan cara mendatangi lapangan secara langsung. 

4. Uji Confirmability, mengacu pada evaluasi temuan penelitian.  

g. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi di lingkungan Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berlangsung dari bulan Oktober 

hingga Desember tahun 2024, mencakup pengumpulan data, analisis, dan penyusunan hasil 

penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan RI, sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbendaharaan negara. 

Di dalamnya terdapat Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas untuk 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan, serta menyediakan dukungan 

strategis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Untuk itu, administrasi pengelolaan keuangan Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan terkonsentrasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk di 

dalamnya yaitu tugas dan fungsi dalam hal penyusunan anggaran. 

 

b. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan 

1. Efektivitas Kebijakan 

Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan telah meningkatkan kualitas perencanaan dan memperkuat 

pertanggungjawaban serta transparansi pengelolaan keuangan pada Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan 

2. Efisiensi Kebijakan 
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Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja menyelaraskan penyusunan anggaran dengan tujuan 

strategis organisasi dan mewajibkan untuk merencanakan penggunaan anggaran secara lebih 

efisien pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

3. Kecukupan Kebijakan 

Terdapat hubungan yang erat antara penetapan indikator kinerja dan penyusunan anggaran 

dalam penerapan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian 

kinerja secara periodik dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. 

4. Perataan/Kesamaan Kebijakan 

Pihak-pihak dalam hal ini pejabat/pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan 

penetapan indikator kinerja organisasi sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai 

kewenangannya. 

5. Responsivitas Kebijakan 

Sebagian besar pihak yang terkait belum puas dengan kebijakan Penganggaran Berbasis 

Kinerja karena koordinasi antarunit belum dilakukan secara baik, target yang ditetapkan pada 

tahap penyusunan anggaran harus disesuaikan kembali, serta belum terdapat peraturan yang 

mengatur secara teknis bagaimana implementasi kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja 

pada unit organisasi terendah. 

6. Ketepatan Kebijakan 

Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja dapat meningkatkan kualitas penyusunan anggaran 

pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena mendorong 

efisiensi, akuntabilitas, dan pencapaian hasil yang lebih nyata. Namun, efektivitasnya sangat 

bergantung pada kualitas dokumen perencanaan dan koordinasi yang baik antarunit. Pada 

proses penganggaran setiap pihak akan lebih bijak dan berhati-hati agar dapat memberikan 

manfaat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

c. Faktor-Faktor yang menghambat kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Kantor 

Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) : dinamika perpindahan tugas (mutasi) pegawai dan perubahan 

arah kebijakan penataan organisasi 

2. Rendahnya tingkat keterlibatan unit teknis atau unit pemilik indikator kinerja dalam penyusunan 

anggaran. 

3. Koordinasi yang belum intensif dan maksimal antar unit kerja terkait dengan data penganggaran 

dan pengelolaan kinerja organisasi. 

4. Teknologi yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan. Masih terdapat keterbatasan 

referensi data pada aplikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. 

d. Upaya mengatasi hambatan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

1. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang tinggi terkait dengan penyusunan anggaran dan 

indikator kinerja. 

2. Komitmen dari seluruh unit kerja terkait melalui Pimpinan yang mendukung penuh atas 

implementasi kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja. 

3. Sinergi dari seluruh pihak terkait agar penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan efektif, 

efisien, terukur dan berkesinambungan. 

4. Peraturan yang lebih jelas dalam mengatur secara teknis bagaimana implementasi kebijakan 

Penganggaran Berbasis Kinerja pada unit organisasi terendah (Satuan Kerja). 

5. Peningkatan sarana TIK yang terkait dengan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja untuk 

mengurangi human error dan menjamin validitas data. 
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KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan Penganggaran Berbasis 

Kinerja pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah memenuhi 

kriteria efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), perataan/ kesamaan 

(equity), dan ketepatan (appropriateness), namun belum memenuhi kriteria responsivitas 

(responsiveness). Hambatan yang ditemukan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja pada DIPA 

Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah: 1) Faktor Sumber Daya Manusia 

(SDM): dinamika mutasi dan kebijakan arah penataan organisasi; 2) Komitmen Pimpinan Unit Kerja, 

faktor ini sangat berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan unit teknis; 3) Sinergi Para Pengelola 

Keuangan dan Kinerja Organisasi: adanya koordinasi belum optimal dan intensif; 4) Faktor Teknologi: 

peningkatan sarana diperlukan untuk integrasi referensi sistem perencanaan dan penganggaran serta 

mengurangi human error. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan atas kebijakan 

Penganggaran Berbasis Kinerja yaitu: 1) Resource Forum yang dilakukan pada tingkat Unit Eselon I di 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2) Adanya masukan yang membangun demi perbaikan 

regulasi/peraturan dan pengembangan teknologi terkait Penganggaran Berbasis Kinerja dari para pihak 

yang terlibat langsung; 3) Adanya rekrutmen pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang 

penyusunan anggaran dan pengelolaan kinerja organisasi. 

Saran 

1. Membentuk suatu unit atau tim khusus berupa Taskforce Team Penganggaran Berbasis Kinerja yang 

terdiri dari pengelola keuangan dan kinerja organsiasi. Tim bertanggung jawab untuk mengelola 

informasi indikator kinerja yang akan dilakukan sinkronisasi dengan penyusunan anggaran agar 

tujuan dari kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja tercapai. 

2. Mengembangkan Resource Forum dengan menyediakan sarana komunikasi berupa umpan balik 

secara online atau sesi diskusi rutin antara pengelola kinerja dan pengelola keuangan untuk 

mengidentifikasi hal-hal yang perlu perbaikan dan umpan balik mengenai pelaksanaan 

Penganggaran Berbasis Kinerja. 

3. Membuat panduan penggunaan yang terstruktur berupa manual book dan menyediakan tutorial video 

atau webinar untuk membantu pengguna (user) baru memahami proses penyusunan anggaran dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja secara komprehensif. 

4. Menyediakan program pelatihan yang komprehensif untuk membantu para pihak yang terkait dalam 

penyusunan anggaran dan pengelolaan kinerja agar memahami dan memperkuat Penganggaran 

Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

5. Meningkatkan sarana teknologi berupa pengembangan sinkronisasi data pada Aplikasi Kolaborasi 

Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi (SAKTI) untuk mengatasi keterbatasan referensi data penyusunan Rencana Kerja sebagai 

pedoman utama penyusunan anggaran Satuan Kerja sebelum ditetapkan menjadi Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 
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